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ABSTRAK

Persoalan mendasar dalam filsafat politik adalah bagaimana
kekuasaan memperoleh legitimasi yang tidak hanya sah
secara hukum, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara
moral. Al Mawardi menegaskan bahwa moralitas seorang
pemimpin menentukan keabsahan dan keberlangsungan
pemerintahan, karena pemimpin dipandang sebagai
pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur
kemaslahatan hidup. Adapun kajian mengenai pemikiran al
Mawardi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada
aspek figih siyasah, sistem pemerintahan, dan relevansinya
terhadap demokrasi modern, sementara pembahasan
mengenai struktur legitimasi kekuasaan sebagai fondasi
moral kepemimpinan masih relative terbatas. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep etika
politik al Mawardi, mengungkapkan bentuk-bentuk
legitimasi kekuasaan dalam pemikirannya yang meliputi
legitimasi agama, legitimasi etis, dan legitimasi sosiologis,
serta menganalisa  relevansinya terhadap praktik
pemerintahan dan meritokrasi di Indonesia. Selain itu,
penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research) dengan pendekatan deskriptig-analitis. Data
primer diperoleh dari karya-karta al Mawardi terutama Al
Ahkam Al Sultaniyah, sedangkan dat sekunder berasal dari
buku, artikel;ilmiah, dan,berbagai litteratur;yang relevan
dengan-penelitian 4ini,. Analisis dilakukan menggunakan
teori etika.’ 'politik 'Franz “.Magnis" Suseno, 'khususnya
mengenai Kkriteria legitimasi kekuasaan 'yang mencakup
legitimasi sosiologis, legitimasi etis, dan legalitas yang
dalam penelitian ini dipadankan dengan legitimasi agama
dalam perspektif al Mawardi. Hasil penelitian
menunjukkan keabsahan seorang pemimpin tidak cukup
ditentukan oleh prosedur pengangkatan ataupun kekuatan
politik melainkan, harus memenuhi tiga kriteria legitimasi.
Legitimasi agama yang menjadikan syariat sebagai sumber
utama keabsahan kekuasaan, legitimasi etis menuntut
integritas moral, keadilan, amanah, dan tanggung jawab
pemimpin kepada Allah dan masyarakat, serta legitimasi
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sosiologis yang berangkat dari kebutuhan manusia untuk
hidup bermasyarakat dan menerima otoritas demi
tercapainya kemaslahatan bersama. Penelitian ini juga
menemukan konsep legitimasi kekuasaan pada etika politik
al Mawardi masih memiliki relevansi terhadap sistem
pemerintahan Indonesia, terutama sebagai landasan etis
dalam memperkuat demokrasi dan sistem meritokrasi yang
menempatkan kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab
sebagai dasar utuma dalam pengisian jabatan publik.
Dengan demikian legitimasi kekuasaan al Mawardi tidak
semata-mata bersifat formal tetapi merupakan pengakuan
moral dan sosial.

Kata kunci: Etika Politik, al Mawardi, Legitimasi
Kekuasaan, Meritokrasi.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mendasar dalam etika politik terlebih
dalam sistem khilafah yaitu bagaimana kekuasaan dapat
memperoleh keabsahan, bukan sekedar kemampuan untuk
berkuasa secara fisik maupun formal. Di mana terdapat
anggapan bahwa sistem khilafah memberikan kebenaran
obsolut kepada seorang pemimpin, sehingga keputusannya
tidak memerlukan persetujuan dari rakyat.! salah satu
pemikir klasik Islam yang mencoba merumuskan dasar
etika politik dalam bernegara adalah Abu Hasan Al
Mawardi (974-1058 M), dalam magnum opusnya al Ahkam
al Sultaniyyah dan Adab al Dunya wa al Din, di mana ia
menunjukkan bahwa persoalan politik tidak dapat
dilepaskan -dari ‘persoalan 'kekuasaan ‘dan’ moral, karena
moralitas seorang pemimpin- menentukan ‘keabsahan dan
keberlangsungan” pemerintahan: Karena ia ‘menganggap
bahwa pemimpin merupakan pengganti kenabian dalam
melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.?

dalam arti lain pemimpin menanggung beban agama dan

! Wayel Azmeh, “Misconceptions about the Caliphate in Islam,”
Digest of Middle East Studies 25, no. 2 (2016): h. 9.

2 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-
Wilayat Al-Diniyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-lImiyah, 2000), h. 5.
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beban moral oleh sebab itu, Al mawardi mencoba
memberikan Kkriteria-kriteri bagaimana seseorang dapat
menjadi pemimpin yang otomatis juga membicarakan
bagaimana keabsahan (legitimasi) seseorang dalam

menjadi khalifah/pemimpin.

Salah satu persoalan mendasar yang dibahas al
Mawardi dalam sistem etika politiknya adalah bagaimana
kekuasaan itu didapatkan, yaitu tentang dasar moral dan
hukum yang menjadikan sebuah kekuasaan sah untuk
diterima dan ditaati oleh rakyat. dalam perspektif
legitimasi, kekuasaan tidak cukup didapatkan dengan
kekuatan semata, melainkan harus dibangun diatas pondasi
etika politik yang_memiliki tiga kriteria utama yaitu:

legitimasi agama, sosiologis dan etis.

Legitimasi._kekuasaan merupakan salah satu kajian
penting dalam ilmu politik dan filsafat politik tekhusus lagi
filsafat_politik 1slam’ karena  membahas “hubungan antara
kekuasaan,- moralitas, “dan‘tanggungjawab-"pemimpin
terhadap masyarakat. Persoalan filsafat ‘politik muncul
ketika kekuasaan dijalankan tanpa orientasi moral sehingga
melahirkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang,
serta pengabaian terhadap kemaslahatan umat. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak cukup

% Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral
Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 2024), h. 68.
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hanya bersandar pada kekuatan atau pengakuan formal,
melainkan harus dibangun melalui prinsip moral yang
mengikat penguasa. Dalam tradisi pemikiran Islam,
persoalan etika politik terkhususnya legitimasi kekuasaan
memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan
langsung dengan tujuan kepemimpinan sebagai penjaga
agama dan pengatur kehidupan sosial. Oleh sebab itu,
kajian mengenai etika politik menjadi penting dan relevan
untuk menelaah bagaimana suatu kekuasaan memperoleh
legitimasi yang tidak hanya sah secara politik, tetapi juga

bernilali etis.

Kajian tentang pemikiran al Mawardi bukan
merupakan hal baru dalam diskursus keislaman. Kajian
tentangnya telah menjadi objek kajian serius keserjanaan
Muslim, mayaoritas literatur cenderung hanya berkutat pada
dimensi praktis-implementasi dan relavansinya dengan
sistem demakrasiimodern: Misalnya;saja dalam kurun lima
tahun terkahir penelitian tentang al mawardi berkutat pada
impelementasifigh siyasah-nya misalnya penelitian dari
David Hanif (2022). Selanjutnya penelitian berfokus pada
kontrak sosial misalnya saja yang dilakukan oleh
Mohammad Nur wahyudi (2022), pendekatan tersebut
cenderung memusatkan perhatian pada aspek prosedural
kekuasaan, sehingga dimensi etika politik yang menjadi

landasan legitimasi kekuasaan belum memperoleh



perhatian yang memadai.

Padahal, jika ditelaah secara mendalam, pemikiran al
Mawardi tidak hanya mengatur tata cara penyelenggaraan
pemerintahan, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral
yang menjadi dasar keabsahan seorang pemimpin dalam
menggunakan kekuasaan serta alasan etis mengapa
masyarakat  berkewajiban  memberikan  kepatuahn
kepadanya. Dari itu, pemikiran al Mawardi layak dibaca
kembali tidak semata-mata sebagai teori politik normatif,
melainakn sebagai suatu sistem etika dan filsafat politik
yang menjelaskan hubungan antara moralitas, agama, dan
legitimasi kekuasaan. Berangkat dari titik inilah penelitian
ini berupaya mengisi_kekosongan kajian tersebut dengan
menganalisa secara komprehensif konsep legitimasi
kekuasaan dalam pemikiran al Mawardi melalui perspektif
etika politik terkhususnya legitimasi kekuasaan Franz
Maginis Susenoj isehinggadapat;memperlihatkan struktur
etis yang mendasari konsepsi  kekuasaan dalam: tradisi

politik Islam/klasik:

Berangkat dari pemaparan diatas penelitian ini
bermaksud melakukan pembacaan kembali terhadap
pemikiran Al Mawardi yang terdapat pada kitab-kitabnya
terkhususnya kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah dengan
memfokuskan pada legitimasi kekuasaan. Sehingga
masalah pokok yang diajukan adalah apa itu etika politik Al



Mawardi dan bagaimana legitimasi dalam pemikirannya
sehingga seorang pemimpin dianggap sah dalam
memimpin.* Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengungkap struktur etika politik yang mendasari
pemikiran politik Al Mawardi, sekaligus menjawab
pertanyaan dasar mengenai legitimasi kekuasaan yang
berlandaskan agama, etis, dan sosiologis dan nanti pada
akhirnya penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan untuk

menciptakan meritokrasi yang baik dalam bernegara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar legitimasi dalam pemikiran
etika politik Abu Hasan Al-Mawardi?

2. Bagaimana legitimasi _agama, etis, dan
sosiologis pada- pemikiran etika politik al
Mawardi?

3. Bagaimana relevansi pemikirannya terhadap
pemerintahan dan meritokrasi di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan ‘uraian ‘latar belakang dan rumusan
masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini disusun

dengan tujuan sebagai berikut:

4 Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-
Wilayat Al-Diniyyah, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), h.
25-26.



1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan kegelisaan yang telah
dipaparkan sebelumnya, dengan itu tujuan penelitian
adalah untuk memahami pemikiran etika politik
terhususnya pada bagian legitimasi kekuasaan Abu
Hasan Al-Mawardi. Selain itu, penelitian ini
bertujuanuntuk menganalisis relevansi pemikiran
etika politik al Mawardi dalam konteks praktik
demokrasi di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khazanah studi Islam, khususnya dalam bidang
filsafat politik, etika politik, dan filsafat Islam. selain
itu, kegunaan secara teoritis yaitu menjawab
penelitian tentang legitimasi kekuasaan Abu Hasan al
Mawardi, _dengan teori. etika  politik  terkhusunya
legitimasi | kekuasaan.” Penelitian /ini” mepambah
khasanah-pengetahuan khususnya--dalam filsafat
politik Islam masa klasik. Di samping itu, hasil
penelitian ini  diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik berupa perspektif baru yang
berlandaskan khazanah pemikiran filsafat politik
Islam, khususnya pemikiran etika politik al Mawardi

dalam menganalisis dan menawarkan landasann etis



bagi penyelesaian berbagai persoalan etika politik
kontemporer. Adapun kegunaan secara praktis,
menawarkan kerangka etika alternative untuk
merespon fenomena pragmatism politik dengan
menekankan kembali pentingnya politik berbasis
prinsip moral bukan kepada kepentigan individu atau

kelompok tertentu.
D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Al Mawardi telah banyak diteliti
dan dikaji oleh para akademisi. Dalam berbegai literatur
tersebut memiliki beragam fokus. Untuk mempertegas
posisi penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian-
penelitian terdahulu untuk menemukan research gap dan
novelty (kebaruan) terlebih pada penelitian dalam kurun

lima tahun terakhir yaitu:

Pertama, __penelitian ~ Jafar, _ Ahmad (2025),
“Reactualizing.Classical Islami¢c Power: Reinterprating Al-
Mawardi in Post-Reform Indonesia Democracy” berfokus
pada kekuasaan sebagai amanah dari ilahi dengan tujuan
untuk keadilan dan kemaslahatan umum, sehingga
pemikiran Al Mawardi dipandang sebagai salah satu cara

untuk mengelola pemerintahan dalam konteks demokrasi



Indonesia pascareformasi.> Hanya saja, artikel ini masih
belum secara eksplisit menyebutkan bagaimana seorang

pemimpin mendapatkan legitimasi dari rakyatnya.

Kedua, Muhammad Yasir (2024), “Konsep
pemikiran politik al mawardi dalam pemilihan kepala
negara”.® Pada penelitian ini menganalisis pemikiran al
mawardi melalui konsep ahl al halli wa al aqdi serta
bagaima konsep itu diterapkan dalam konteks ke
Indonesiaan, dalam penelitian ini menyimpulakn bahwa
konsep al mawardi memiliki kesamaan dan dapat
diterapkan dengan sistem demokrasi di Indonesia pada
masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi
berdasarkan UU No. 42 Tahun 2008.

Ketiga, Dwi Fa’yi Arya Sakhi dkk (2024), “Etika
politik Islam dalam Masyarakat kontemporer: perspektif al
mawardi.” berfokus pada pemahaman konsep etika politik
al mawardi-dan efesiensi administrasi yang diperkenalkan
al mawardi-dan masih relavan dengan kondisi-masyarakat
kontemporer sehingga "dapat " diilmplementasikan dalam
konteks politik Islam saat ini, akan tetapi pada penelitian ini

5 Jafar Ahmad, “Reactualizing Classical Islamic Power:
Reinterpretting Al-Mawardi in Post-Reform Indonesia Democracy,”
2025, https://doi.org/10.24014/Jush.v33i1.36559.

6 Muhammad Yasir, “PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI
INDONESIA” 2, no. 42 (2024): 29-42.

" Dkk Dwi Fa’yi Arya Sakhi, “Etika Politik Islam Dalam
Masyarakat Kontemporer :” 10, no. 2 (2024): 95-106.
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al Mawardi dijadikan sebagai pisau analisis untuk melihat
bagaimana perilaku politik pada masyarakat kontemporer.

Keenpat, Mauliana Magfirah (2023) “Al Mawardi’s
Social Contract Theory (Study Of Al Mawardi’s Political
Thought),” juga mengedepankan konteks pemerintahan
Islam, dimana penguasa dan rakyat memiliki akad politik
dengan menempatkan penguasa sebagai pemegang amanah
dan rakyat sebagai pihak pemberi legitimasi sehingga
menimbulkan dimensi kontrak sosial. Akan tetapi masih
belum memberikan gambaran secara utuh mengapa rakyat
harus mematuhi segala perintah pemimpin dana pa pula

yang menyebabkan perjanjian itu terjadi.®

Kelima, penelitian David Hanif (2022) “Analisis
Figh Siyasah tentang khilafah menurut al mawardi dalam
kitab al-ahkam as shultaniyyah”.® Dalam penelitian ini
berfokus pada peran serta konsep khalifah sebagai
pengganti ~Nabi™ dan"" menjelaskan’ "bagaimana cara
prosedural--pengangkatan ‘kepala“negara "sesuai dengan

konsep ahlul hali wa al‘aqdi.

Keenam, Mohamad Nur Wahyudi, “Teori Kontrak

8 Mauliana Maghfiroh, “Al Mawardi’s Social Contract Theory
(Study Of Al Mawardi’s Political Thought),” Journal of Islamic Studies
and Humanities 8, no. 2 (2023): 142-57.

°® David Hanif, “Analisis Figh Siyasah Tentang Khilafah
Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,”
2022, 153-66.



Sosial ( Studi Komparasi Teori Politik Menurut Imam Al
Mawardi, Thomas Hobbes Dan John Lock™ kajian ini lebih
berfokus pada pemikiran sosial al mawardi dilihat dari
perspektifkontrak sosial, selain itu menitik beratkan pada
aspek politik, historis, dan komparasi dengan tokoh barat
seperti Hobbes dan Locke.

Ketujuh, Qamaruddin Khan, Kekuasaan
Pengkhianatan dan Otoritas Agama: Telaah Kritis Teori
Al-Mawardi Tentang Negara. Buku ini menjelaskan
pemikiran al Mawardi bahwa al Mawardi merupakan
peletak dasar ilmu politik di dunia Islam. dalam buku ini
juga mengaskan kurang lebih selama empat ratus tahun
muslim mengikutsertakan diri dalam__penaklukan dan
pembangunan kerajaan, namun selama itu mereka tidak
bisa menyususn sebuah gagasan atau teoritentang negara
yang konkret dan pola administrasi pemerintahan yang
baik. Walaupun disini Qomaruddin jKhan:tidak menerima
para peneliti alkMawardi yang melihatnya sebagai seorang
filosof dalam idang politik, 'karena ia menganggap al

Mawardi lebih suka berbicara hal yang bersifat empiris dari

10 Mohamad Nur Wahyudi, “TEORI KONTRAK SOSIAL (
STUDI KOMPARASI TEORI POLITIK MENURUT IMAM Al
MAWARDI, THOMAS HOBBES DAN JOHN LOCK,” An Nawa
Jurnal ~ Studi  Islam 04, no. 02 (2022): 113-25,
https://doi.org/https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.504.
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pada hal yang bersifat spekulatif.!!

Kedelapan, Tesis yang ditulis Fathor Rohman dengan
judul, Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia (Studi
Pemikiran Al-Mawardi Dan Tagiyuddin An-Nabhani).
Pada tesis ini berusaha untuk membandingkan pemikiran al
Mawardi dan Nabhani. Al mawardi menganggap agama
dan negara mempunyai satu kesatuan yang saling berkaitan.
Sedangkan Nabhani menganngap bahwa negara harus
berdasarkan syariat Islam termasuk kerangka dan
prakteknya dalam bernegara. Kesimpulan dari tesis ini
bahwa negara harus memiliki landasan agama, akan tetapi
penelitian ini tidak memaparkan secara jelas bagaimana
agama bekerja dalam sistem bernegara apakah hanya
menjadi pandangan moral atau samapai menyentuh pada

administrasi negara.*?

Pada penelitian-penelitian di  atas cenderung
membaca Al Mawardi sebagai sebuah pemikiran prosedural
dalamberpolitik " seperti "bagaimana = mengatur negara,
memilih pemimpin,-Serta bagaimana relevansinya dengan

sistem politik modern, namun kurang menganalisis

11 Qamaruddin Khan, KEKUASAAN PENGKHIANATAN DAN
OTORITAS AGAMA: Telaah Kritis Teori Al-Mawardi Tentang Negara
(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

12 Fathor Rahman, “RELASI AGAMA DAN NEGARA DI
INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN
TAQIYUDDIN AN-NABHANI)” (UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JAKARTA, 2019).
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bagaimana sahnya seorang pemimpin jika dilihat dari
kacamata etika politik terkhususnya dalam masalah
legitimasi kekuasaan pemimpin dan bagaimana rakyat

dapat menerima kekuasaan tersebut.

Selain itu juga, yang membedakan peneilitian ini
dengan penelitian-penelitian sebelumnya Belum banyak
yang membahas secara spesifik pemikiran legitimasi Al
Mawardi  menggunakan  kerangka etika  politik
terkhususnya legitimasi Franz Magniz Suseno untuk
menguji  validitas keabsahan penguasa. Sehingga,
berdasarkan pemetaan terhadap beberapa literature di atas,
penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (gap).
Penelitian ini_akan masuk kepada ranah filsafat moral dan
politik untuk membuktikan bahwa struktur pemikiran al
mawardi bukanlah pragmatism, melainkan sebuah sistem

etika politik.
E. Kerangka Teori

Dalam _penelitian ini, untuk-, melihat dimensi
legitimasi kekuasaan dari pemikiran Abu Hasan Al
Mawardi, maka diperlukan sebuah teori dalam menganalisa
pemikirannya, dalam hal ini teori etika politik dari Franz
Magnis Suseno, terkhususnya pada bagian legitimasi dirasa

cocok untuk melihat sisi tersebut.

1. Konsep tentang legitimasi kekuasaan

12



Legitimasi merupakan keadaan suatu kekuasaan,
otoritas, atau pemerintahan yang diakui sebagai sah oleh
pihak yang diperintah atau diatur. Sebuah kekuasaan
atau sistem dianggap legitim jika diakui dan diterima
oleh individu atau kelompok yang berada di bawahnya
sebagai bentuk yang benar, adil, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip tertentu, seperti hukum, tradisi, atau
kesepakatan sosial. Legitimasi sendiri dapat diperoleh
dengan berbagai cara misalnya saja persetujuan rakyat,
kesepakatan sosial, atau bahkan kekuatan serta karisma
individu yang dianggap layak memimpin. Tanpa adanya
legitimasi kekuasaan atau otoritas cenderung rapuh
karena tanpa dukungan dan penerimaan dari masyarakat,
sistem tersebut akan menghadapi tantangan yang lebih

besar dalam mempertahankan eksistensinya.®

Uriel Abulof mengategorikan legitimasi menjadi
dua: legitimasi ;<politik;  negatif /(negative political
legitimacy) “dan' legitimasi ' politik positif (positive
political /legitimacy).," Legitimasi [ negatif. menjawab
pertannyaan apa yang sah dan berkenaan dengan
kebijakan yang tepat, sedangkan legitimasi positif
menjawab pertanyaan siapa yang mengesahkan dan

berkenaan dengan aktor yang tepat.dalam legitimasi

13 IKlil Pradigta, Pengantar Filsafat Politik (Yogyakarta:
IRCiSod, 2025), h. 36-38.
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negatif suatu otoritas dianggap sah bukan karena
keunggulannya, tetapi karena dianggap sebagai pilihan
yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan lain yang
lebih butruk. Sementara itu, dalam legitimasi positif
suatu otoritas dianggap sah karena keberadaan mereka
dianggap baik oleh masyarakat karena berhasil
menyediakan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan
stabilitas. Sehingga masyarakat mendukung otoritas
karena merasa bahwa pemerintahan secara aktif

memenuhi kebutuhan atau harapan mereka.*

Sebelum lebih jauh membahas tentang legitimasi
Magnis Suseno, perlu kiranya membahas hubungan
filsafat politik dengan ilmu politik. Di_ mana legitimasi
kekuasaan dalam penelitian ini termasuk pada ranah
etika politik yang nerupakan bagian dari filsafat politik,
maka perlu kiranya untuk membahas hubungan filsafat
politik dan, rilmu; politik. | Keduanyajini memiliki
hubungan yang erat, tetapi berbeda dalam pendekatan,
tujuan, ‘dan jfokus ‘kajiannya,, Meskipun keduanya
mempelajari aspek-aspek politik, filsafat politik lebih
bersifat normatif dan teoritis, sedangkan ilmu politik
cenderung empiris dan analitis. Dari segi sifatnya,

filsafat politik merenungkan dan mengevaluasi prinsip-

14 B. Herry Priyono, Kebebasan, Keadilan, Dan Kekuasaan:

Filsafat Politik and What It Is All About (Jakarta: Kompas, 2022), h.

14.
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prinsip dasar yang seharusnya mengatur kehidupan
politik, seperti keadilan, kebebasan, dan kekuasaan,
sedangkan ilmu politik lebih kepada studi ilmiah tentang
perilaku politik, struktur, dan proses pemerintahan

berdasarkan fakta dan data empiris.

Dari segi metode, filsafat politik menggunakan
pendekatan reflektif dan normatif yang tidak terbatas
pada fakta, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai
moral, etika, dan idealism. Sedangkan ilmu politik
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif untuk menganalisis fenomena politik, seperti

survei, studi kasus, dan analisis statistik.

Dalam masalah etika politik terkhususnya terkait
legitimasi ~ kekuasaan, ~masalah dasarnya adalah
kekuasaan membutuhkan landasan etis sebagai legalitas
agar bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut
haryatmoko, bahwa ‘memang saja ‘kekuasaan diperoleh
dengan-kekerasan, kemudia hukum atau-norma akan
melegitimast-sesudahnya."Namun, kualitas’legitimasi itu
berpengaruh terhadap ketulusan dukungan warga
negara. Kebutuhan akan legitimasi tindakan ini memberi
peluang wacana normatif.’®> Moral sebagai titik tolak

filsafat politik menjadi penting karena akan mengetuk

15 Haryatmoko, Etika Politik Dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas,
2014). H. 1-2
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nurani. Orang yang mampu memasuki dimensi moral
dalam kehidupannya mudah menyesuaikan dengan etika
politik dalam penyelenggaraan negara, sehingga dimensi
moral ini merupakan dasar rasionalitas dalam
berpolitik.®

Politik sebagai perwujudan dari kekuasaan dalam
suatu pemerintahan Islam pelaksanaannya harus
dilandasi dengan moralitas sesuai dengan nilai-nilai
keagamaan, agar manusia tidak tenggelam dalam
gejolak nafsu yang destruktif. Sehingga unsur paksaan
dalam berpolitik tidak dapat disahkan karena untuk
menjaga kepentingan bersama masyarakat dan negara
secara keseluruhan. Maka, kekuasaan dalam etika politik
terkhususnya Islam  membutuhkan legitimasi moral
selaras dengan nilai-niai keagamaan yang ada, sebab
secara umum agama merupakan sendi dasar kekuasaan
yang palingkokoh, ryang ;| mampu; cmembangkitkan
kepatuhan “warga “masyarakat dan/ negara  secara
sukarela:*’ Dengan demikianetika politik pada dasarnya
dapat disimpulkan sebagai landasan moral (etis) bagi
pelaksanaan kekuasaan, karena dalam pelaksanaannya
kekuasaan harus dipertanggungjawabkan, artinya

kekuasaan semestinya mendapatkan legitimasi secara

16 Haryatmoko, H. 31.
17 A. Rahman Zaenuddin, Kekuasaan Dan Negara (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992), H. 94.
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etis, tanpa adanya itu kekuasaan dianggap tidak sah
karena tidak mempunyai legalitas dan kekuasaan akan
digunakan untuk menindas. Meskipun begitu ada yang
berpandangan bahwa landasan moral (etis) itu
merupakan kebenaran yang harusnya bersumber dari
wahyu (agama).

2. Konsep legitimasi kekuasaan pada etika politik

Franz Magnis Suseno

Untuk melihat legitimasi kekuasaan dalam etika
politik, dalam penelitian ini akan mengkhuskan teori
yang telah dirumuskan oleh Franz Magnis Suseno.
Dalam  pemikirannya  politik ~ (etika  politik)
membutuhkan sebuah legitimasi kekuasaan agar
pemerintahan yang dilakukan sah dan dapat diterima.
Suseno berpendapat bahwa inti permasalahan etika
politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang
dapat _dirumuskan -dalam - pertanyataan:' dengan hak
moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang
dan mempergunakan ‘kekuasaan yang mereka miliki?.'®
Seberapa besar kekuasaan seseorang ia tetap dituntut
pertanggungjawaban. Apabila pertanggungjawaban itu
tidak diberikan, kekuasaan itu tidak lagi dianggap sah.

Penguasa dapat saja tidak memedulikan tuntutan etis dan

18 Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern, H. 31.
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percaya pada kemampuannya untk menindas segala
bentuk perlawanan. Tetapi tatanan masyarakat hanya
berdasarkan intimidasi dari pihak yang memiliki daya
pengancam, sudah tidak stabil lagi karena sudah tidak
didukung oleh masyarakat. Oleh sebab itu penguasa
tidak boleh menganggap enten tuntutan legitimasi oleh
masyarakat. Karena menurut Magnis manusia dalam
berpolitik apabila dikaitkan dengan kekuasaan harus
dilandasi dengan moral sehingga kekuasaan dapat
dipertanggungjawabkan.’® Hal itu  sebagaimana
pandangan al mawardi dan ibn Khaldun bahwa baik
moralitas ataupun agama dan kekuasaan tidak dapat

dipisahkan.

Berdasarkan kriterianya sebagaimana yang
disebutkan Suseno, terbagi kedalam tiga bagian yang
dapat digunakan untuk menilai keabsahan suatu
wewenang atau kekuasaan. jPada prinsipnya, ada tiga
kemungkinan kriteria legitimasi: Legitimasi sasiologis,

legitimasi etis; dan legalitas.

Legitimasi sosiologis atau lebih tepatnya paham
sosiologis  tentang  legitimasi, mempertanyakan
mekanisme motivasi mana yang nyata-nyata membuat

masyarakat mau menerima wewenang penguasa. Sejauh

19 Suseno, h. 61.
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sosiologi membatasi diri pada pengambaran fungsi-
fungsi yang terdapat dalam masyarakat, legitimasi
sosiologis mengajukan pertanyaan apakah, dan karena
motivasi manakah suatu tatanan kenegaraan nyata-nyata

diterima dan disetujui oleh sebuah masyarakat.?°

Magnis Suseno menyebutkan ada tiga motivasi
penerimaan kekuasaan klasik sebagaimana dirumuskan
Max Weber: (1). Legitamasi tradisional yaitu keyakinan
dalam suatu masyarakat bahwa pihak yang menurut
tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak
untuk memerintah misalnya kaum bangsawan atau
keluarga raja (dinasti), dan oleh karena itu pihak tersebut
sudah sepatutnya ditaati. (2). Legitimasi karismatik,
berdasarkan perasaan kagum, hormat, cinta atau
masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat
mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya
bersediataat kepadanya:(3): Legitimasi; rasional-legal,
berdasarkankepercayaan: pada tatanan hukum rasional
yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Pihak
yang memegang kekuasaan berdasarkan hukum dan
menurut peraturan ang berlaku adalah penguasa yang

sah.?

Selanjutnya legitimasi etis, pada legitimasi etis

20 Syseno, h. 69.
21 Syseno, h. 69-72.
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pemikiran  magnis  mempersoalkan  keabsahan
wewenang kekuasaan politik dari segi-segi moral.
legitimasi ini menganalisis setiap tindakan negara dalam
hal ini pemimpin dapat dipertanyakan dari segi-segi
moral. penanyaan tersebut merupakan unsur penting
dalam mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan

yang sesuai dengan kemanusian yang adil dan beradab.

Terakhis yaitu legalitas, menurut Magnis, suatu
tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan
hukum atau peraturan yang berlaku. Lgalitas adalah
kesesuaian denagn hukum vyang berlaku, legalitas
merupakan salah satu kemungkinan Kkriteria bagi
keabsahan _wewenang.?? Legalitas _menuntut agar
wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang
berlaku. Suatu tindakan adalah sah apabila sesua dan
tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang
berlaku.

Meski Magnis Suseno merumuskan-tiga kriteria
legitimasi sesuai-yang disebutkan diatas, pada legalitas
dalam kerangka Magnis Suseno yang merujuk pada
hukum positive, dalam pemikiran al Mawardi berfungsi
sebagai legitimasi agama karena syariat Islam adalah

sumber hukum tertinggi sekaligus dasar keabsahan

22 Syseno, h. 70.
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kekuasaan. Oleh karena itu penelitian ni mencoba untuk
memadankan arti dari legalitas dengan legitimasi agama
yang berbasis syariat Islam. dengan demikian definisi di
atas akan digunakan untuk menelusuri pemikiran-
pemikiran al Mawardi, seperti pemikirannya tentang

etika politik dan legitimasi yang melandasinya.
3. Dimensi Politis Manusia

Dalam kerangka dimensi-dimensi kesosialan
manusia, dimensi  politis mancakup lingkaran
kelembagaan hukum dan negara dan sistem-sistem nilai
dan ideology-ideologi yang memberikan legitimasi
kepadanya. Menurut Magnis dimensi politis manusia
adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan.?® Jadi
yang menjadi ciri khas suatu pendekatan disebut politis
adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka
acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai
keseluruhan.' Sebuah keputusan bersifat’ politis_apabila
diambil-dengan memperhatikan kepentingan-masyarakat
secara keseluruhan. Dengan ‘demikian,”dimensi politis
manusia dapat ditentukan sebagai dimensi dimana
manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat
sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka

kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindak-

23 Suseno, h. 17.
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tanduknya.

Dimensi politis ini sendiri memiliki dua segi
fundamental yang saling menguatkan satu dengan
lainnya, sesuai dengan kemampuan fundamental
manusia. Manusia adalah makhluk yang tahu dan mau,
yang satu pihak memerlukan orientasi dan dilain pihak
berdasarkan orientasi tersebut dapat mengambil
tindakan.?* Dua kemampuan fundamental manusia
tersebut dapat diamati dalam semua bidang kehidupan

manusia.

4. Pengoperasian Teori Legitimasi Franz Magnis

Suseno

Berdasarkan definisi-definisi di atas teori etika
politik khususnya legitimasi kekuasaan Franz Magnis
Suseno dioperasikan dalam penelitian ini  melalui
langkah analisis pada bab IV, menggunakan tiga kriteria
legitimasi "yang. telah " dipaparkan’ yaitu: - legitimasi
sosiologis; etis, dan agama sebagai pisau analisis untuk
membaca struktur dari pemikiran al Mawardi tentang
legitimasi kekuasaan. Legitimasi sosiologis digunakan
untuk menelususri atas dasar apa penerimaan
masyarakat terhadap ototritas pemimpin dalam

pemikiran al Mawardi, legitimasi etis digunakan untuk

24 Syseno, h. 17-18.
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menguji tindakan dan kewenangan pemimpin agar dapat
dipertanggungjawabkan secara moral, sedangkan
legitimasi agama sebagaimana telah dijelaskan di atas,
berfungsi untuk melihat domonasi agama sebagai
sumber tertinggi yang menjadi dasar keabsahan
kekuasaan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif dimana penelitian jenis ini memiliki dua tujuan
utama:pertama, mengambarkan dan mengungkapkan.
Kedua, mengambarkan dan menjelaskan.?® Adapun
kepenulisan dalam penelitian ini berbasis kepustekaan
(library research).?® Umumnya, penelitian kepustakaan
dilakukan melalui dua tahap, yaitu; pertama, pengumpulan
data-data terkait dengan tema penelitian. kedua, tahap
pengolahan data dengan menggunakan metode tertentu

sesuai dengan teori pelihan.?”

Dalam, penelitian, ini, penulis mengumpulkan data
dengan metode dokumentasi terhadap data primer maupun

data sekunder. Sumber primer berupa magnum opus Abu

% Suwarsito Hindayani Mustafidah, Dasar-Dasar Metodologi
Penelitian (Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2020), h. 50.

% Anton Bakkermdan Ahmad Charis Zubair, Metodologi
Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63.

27 Djaman Satori dan Aan Komariah, metode penelitian
kualitatif, Alfabeta:bandung, 2014.
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Hasan Al Mawardi, yaitu kitab Al Ahkam Al Shulthaniyyah.
Di samping itu data primer juga didapatkan dari karya-
karya lain dari Al Mawardi seperti, Adab Dunya Wa Al
Diin. Adapun data sekunder didapatkan dari buku-buku,
artikel, dan tulisan di web selama berkaitan dengan tema
penelitian tesis ini. Pada nantinya data yang terkumpul

diolah secara sistematis kemudian dianalisis secara kritis.2

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu
pertama-tama peneliti mendeskripsikan alur historis
kehidupan Al Mawardi, latar belakang pemikirannya, serta
mendiskripsikan data tentang pandangan legitimasi
kekuasaan pada etika politiknya. Selanjutnya, melakukan
analisis mendalam terhadap pandangan politik al Mawardi
terkhsusnya bagian legitimasi kekausaan dengan teori etika
politik Magnis Suseno. Pada bagian akhir menunjukkan
kesimpulan dari rangkain deskripsi data dan analisis yaitu
berupa peninjauan ulang baik berupaicatatan;terhadap data

hingga:merangkum hasil penelitian.
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk menyajikan hasil penelitian secara terstruktur,
logis, dan komprehensif, tesis ini akan disusun dalam lima

bab dengan alur sebagai berikut :

28 Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta: pt renaka cipta, 2000), h. 134.
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Bab I, Pendahuluan, akan memuat secara
komprehensif seluruh rancangan penelitian, mencakup latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis,
dan metode penelitian.

Bab 11, akan dibahas tentang biografi kehidupan Al
Mawardi. Kondisi politik yang terjadi pada zaman itu serta
momen-momen penting dalam kehidupan al mawardi,
sehingga dapat menemukan konstruksi dari pemikirannya.
Dengan itu, bab ini berguna untuk melihat bagaimana
pemikiran etika politik dari Al Mawardi.

Bab 111, akan menguraikan pandangan al Mawardi
tentang dasar-dasar etika politiknya

Bab 1V, merupakan bab yang menjadi fokus pada
tesis ini. Pada bagian ini akan memperjelas kedudukan
pemikiran al mawardi dan dianalisis dengan etika politik
Franz Magnis Suseno. Sealin itu juga akan diuraikan
implikasiy serta srelevansinya pgpada ssistem 4 politik
kontemporer terkhusus pada sistem _meritokrasi di
Indoneisa.

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir, berisi tentang
kesimpulan dari pembahasan-pembahasan terdahulu serta

saran-saran untuk kajian dan penelitian selanjutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di
atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kekuasaan dalam
pandangan al Mawardi dibangun di atas tiga elemen yang
saling berkaitan. Elemen pertama adalah landasan
epistemologis, yaitu sintesis antara akal dan wahyu yang
tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan saling
melengkapi sebagai sumber kebaikan dan pijakan etika,
baik dalam ranah keagamaan (adab syar’i) maupun ranah
politik (adab siyasah). Elemen kedua adalah mekanisme
kesepakatan sosial (kontrak sosial/bay’ah) antara pemimpin
dan masyarakat, yang lahir dari kesadaran. bahwa manusia
diciptakan dalam keadaan lemah dan saling membutuhkan,
sehingga memerlukan ‘otoritas' yang' 'mampu mencegah
kezaliman dan menjaga Ketertiban bersama. Elemen ketiga
adalah syarat-syarat etis"\ yang/\mengikat' keabsahan
kesepakatan tersebut, mencakup tujuh syarat bagi calon
pemimpin, yakni adil, berilmu, sehat pancaindra, sehat
fisik, memiliki wawasan kepemimpinan, memiliki
keberanian, serta bernasab Quraisy, disertai syarat bagi
kelompok pemilih, serta sepuluh kewajiban pokok yang

harus dijalankan pemimpin setelah menjabat sebagai tolok
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ukur keberlanjutan legitimasinya. Dengan demikian, dasar
legitimasi dalam pemikiran al Mawardi bukan sekadar
persoalan prosedur pengangkatan kekuasaan semata,
melainkan sebuah kesatuan yang menautkan otoritas akal-
wahyu sebagai basis nilai, kesepakatan sosial sebagai
mekanisme pengakuan, dan pertanggungjawaban moral

sebagai jaminan keabsahan yang berkelanjutan.

Adapun konstruksi legitimasi kekuasaan dalam
pemikiran al Mawardi dibangun atas tiga pilar yaitu:
legitimasi agama (teologis), yang menempatkan syariat
sebagai sumber utama keabsahan kekuasaan di mana
pemimpin berfungsi sebagai penerus kenabian yang terikat
dengan hukum-hukum dari Tuhan. Kedua, legitimasi
sosiologis, yang bersumber dari kesadaran bahwa manusia
terlahir dalam keadaan lemah dan saling membutuhkan satu
dengan lainnya, sehingga terjadinya kesepakatan sosial
yang biasa disebut dengan; kontrak sosials, pelaku kontrak
sosial “ini adalah pemimpin. dengan masyarakat: Ketiga,
pada legitimasi jetiS_ini’ menuntut, agar Setiap tindakan
pemimpin dapat dipertanggung jawabkan secara mora
berdasarkan norma keadilan, sebagaimana termuat dalam
tujuh syarat etis bagi calon pemimpin dan sepuluh pokok
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang
pemimpin. Selain syarat seorang pemimpin, syarat pemilih

juga harus diutamakan moral dahulu yaitu keadilan. Ketiga,
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legitimasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk
satu kesatuan dimana agama menjadi sumber nilai,
kesepakatan sosial atau biasa disebut kontrak sosial
menjadi mekanisme pengakuan dan integritas moral
menjadi ukuran keabsahan sebuah pemerintah terlebih

seorang pemimpin.

Adapun relevansi etika politik al Mawardi bagi
perpolitikan kontemporer Indonesia yaitu terletak pada
prinsip meritokrasi yaitu keyakinan bahwa jabatan public
harus diberikan kepada seseorang yang kompeten dan
memiliki integritas moral tinggi, bukan kepada yang dekat
dengan penguasa atau yang memiliki koneksi dengan elit
penguasa. Sistem meritokrasi ini_dihadapkan langsung
dengan praktek nepotisme .dan politik balas budi yang
masih menjadi permasalahan serius di negeri ini. Dengan
begitu, pemikiran etika politik al Mawardi relevan untuk
menjadi landasan- kanseptual sebagaiupayaymembangun
tata kelola ' pemerintahan dndonesia yang' bermartabat,
nerkeadilanj /dan berorientasi pada, kemaslahatan seluruh

rakyat.
B. Saran

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini
setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana

legitimasi kekuasaan pada etika politik al Mawardi, serta
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relevansinya dengan politik Indonesia kontemporer.
meskipun demikian argument-argumen peneliti tentang
gagasan legitimasi kekuasaan al Mawardi memiliki
kemungkinan untuk salah, oleh sebab itu, perlu untuk dikaji
ulang dalam penelitian-penelitian  selanjutnya agar
memunculkan pandangan al Mawardi secara menyeluruh

dan utuh.

Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih
belum cukup untuk mewakili pemikiran al Mawardi yang
tersebar kedalam ratusan halaman pada kitab-kitabnya.
Tidak menutup kemungkinan, dalam buku-buku al
Mawardi yang tesebar tersebut dapat ditemukan hal-hal
yang bisa saja berlawanan dengan isi dari tesis ini. Dengan
begitu, kajian tentang pemikiran al Mawardi dalam bidang
legitimasi kekuasaan pada etika politik serta filsafat politik
masih sangat terbuka lebar untuk menghadirkan perspektif-
perspektif barudan dengann teori-teoriyyang febih baru.
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